        Masukan Draft Rancangan Undang-undang Informasi     Komunikasi dan Transaksi Elektronik

      Saifurahmah  ( Telkom ) , tanggal 13 Pebruari 2003.

Dengan ini kami sampaikan, bahwa kami ingin mempertegas saran kami yang telah disampaikan dalam Sosialisasi RUU IKTE tanggal 13 Pebruari 2003 sebagai berikut :

a. Kami sepakat bahwa RUU IKTE nantinya akan menjadi induk dari seluruh kegiatan  yang berkaitan teknologi informasi, baik kegiatan di bidang perbankan,  pemerintah ,  pelayanan , kesehatan, perpajakan, HAKI dst, perdagangan  elektronik, komunikasi dan kegiatan informasi elektronik, sehingga  judul RUU seyogyanya bersifat umum, yang dalam hal ini kami usulkan RUU tentang  Pemanfaatan Teknologi Informasi ;

b. Dratf RUU hasil perpaduan antara DEPHUB dengan DEPERINDAG, menurut  hemat kami belum menggunakan bahasa perundang-undangan, dan masih menggunakan bahasa hukum murni/bahasa perikatan, karena dalam pasal-pasal banyak istilah subyek hukum dalam berbagai kalimat, istilah terbuka dan tertutup , istilah  subyek hukum yang terasosiasikan tanpa definisi yang jelas, padahal RUU nantinya untuk pedoman segala lapisan masyarakat, vendor, operator, regulator, instansi pemerintah, pelaku usaha , asosiasi dsb.

c. Dalam draft tersebut banyak istilah-istilah yang belum jelas batasan dan kepastian hukumnya, antara lain istilah yang layak dipercaya, yang selayaknya memungkinkan dst,  yang menurut hemat kami RUU, yang nantinya sebagai Undang-undang seharusnya jelas dan tegas dan tidak menimbulkan presepsi yang beragam;

d. Untuk menjadikan bahasa perundang-undangan, menurut hemat kami seharusnya hasil refisi , setelah ada tanggapan dan masukan dari berbagai kalangan tanggal 13 Pebruari 2003, seyogyanya diserahkan kepada ahlinya BPHN/ Departemen Kehakiman untuk penyempurnaan draft agar sesuai dengan bahasa perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari BPHN/ Departemen Kehakiman dapat menilai kaitan pasal per pasal apakah bertentangan atau tidak maupun dampak dari istilah-istilah dan kalimat  pasal per pasal;

e. Dihapusnya pasal 10, karena selain tidak lazim dalam bahasa perundang-undangan, juga kedudukan antara legislative dan yudikatif mempunyai kedudukan yang sama, sehingga tidak dapat mewajibkan hakim dan telah cukup diatur dalam pasal 4 dengan refisi “ setelah terpenuhi syarat dimaksud pasal 7 dan pasal 8 ;

2. Demikian Bapak kami sampaikan saran kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan;

